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WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU 
NO MOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG 
RETRIBUSI PELA YANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan 
retribusi daerah terutama sektor pelayanan kebersihan 
dan persampahan, maka di pandang perlu untuk 
dilakukan peninjauan dan mengganti Peraturan Daerah 
Kota Lubuklinggau Nomor 12 tahun 2005 tentang 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 
2005 ten tang Retribusi Pelayanan 
Persampahan / Kebersihan; 

b. bahwa perubahan dalam penetapan tarif Retribusi 
dilakukan untuk penyesuaian dan mengikuti 
perkembangan perekonomian yang semakin kondusif 
dan transparan dengan memperhatikan indek harga; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/ Kebersihan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 
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BAB I 
KETENTCAN L;MUM 

Pasal 1 

D,.1L1rn Pcraturn n Dacrah ini yang di n 1:-.1ks id J,,' 1l_c!,,1: · : 
l. lC:oLct adalah 1-(ul,t Lubuklinggau. 
2. Pcrnerin Lah l\:ola ad a lah Perneri mah 1-..: u td Lt, uL,ki: 1 :g_){i.:t\.i 

3 . Wa.likotCJ. adalah Wa.likota Lubuklingga.u 
<'.!. Pejabat adalah Pegawai yang cliberi tugas Lt'nernu c!: h id ,t: 1i~ R~ · .--: t ·-.· 

Dacrah scsuc1. i dcngan Peraturan Pcru11clanl='. - llncLrn£2;:u~ 
; , Tc·rnpat Pcmbw.1ngan Semen Lara _v;in g S\ 'Lt:,jutn_\ <1 us.1 : ld.k ,11 :·:.) :-,: _ 1 

'L·n1pa L pc11a rnp;__1 n gan sarnpc1h ya11g bi'rds,1: ci:tr. Li 1:•,d~L::1,2-t .: : ., ·.: ., ., .. 
s,. '~)c!um ci ia.ngk~n k c Tcmpm Pcrn i)wlllgdi: •-\kl1i1. 

'' 6. Tcmpat Pcmbua n ga.n Akh ir yang scl,mjutn, a (icl)::>il: 01:---;: .,~,,c1. 
aclalah Tempat untuk Penarnpung, Mengelola c!m1 !\krn _;--;11 .. :f- ,-;c,:·: 
Sampah . 

·7_ Sampah adalah limbah yang ber bcn lui-<: pad ctl i-ll.JU sl~c11gal: ' "c:": , 11:_ 
bcrasa.l dar i ora ng pribacli mau buchn \-:rng tcrcliri ci:u . IL ~, : .. ~- :: .. , 
ch 11 c1 1~;~rgc1n ik, iugarn c.la11 nun IC\!,c1 : ,: _, ,; :; ,. , ,_Ltp.i: 1, ·:·:) , k:- .. · 
tcrmasuk buang,.rn biu logis , kotornn . 1:1, in:,1 •.; i.-1 cL:1 -.., c1: 11_, :t!·. Jl ' '. 

8 . Bctdan adalah s ekumpulctn o rang c!u1: i ,.1Lc.u nwcl ,d yctn~ 11., . .-r,, 1..:,. ,,_ . 
l<csatuan baik yang rnelakukan usaha rnuupun \ang tici,.1~. ,,,r-: _, ~, , 
u saha yang rneliputi Perseroan TcrbaLas , Pers(•ro;;in f~ ( ,:,1<, :-.r ! : Lt: 

Perscroan Lainnya, a pa pun . Firrna, f<ungsi . 1'o pna:-;i, Dctt k ~\·: 1 , __ , • • 

PcrsckuLuan, i:ic rkurn pulan. 'r'ay,1s,11 1. 0,·s1,;-1 1, is,1 s 1 \!; ' '>Sc: ; r .:. -.· -; . 
'.~t JS1<1I. Polo t1i,, .. tl:tu (Jr"i;an1sc1si ~;cis. 1! f-',, 1; .1 :, , , ;:· .:• , . -, 

·sc_icnis, Lc.:rn bugu , 13cntuk usuhd Ll·Lap dil1 ; ;vr:l,,,,; ,.,:1.1.,:1 l, .:i . , __ 

Y l~dribusi ,Jasa U rn um adalah !~etnbus1 J lct:S _iclS<.1 \"n~ su! 1k, ·: 
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diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tuJuan kepcnt1'.1g:1 ·: ,,, 
kcrnanfaatan wnurn ser t a dapat di 11ikinctli olch o rang :·y :->;,,:: . 
Badan . 
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11. Masa Ret ribusi adalah jangka waktu tertentu ya ng merupakan bh:a~ 
waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfatkan jasa pelayanan terten ;-:1.., 
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

12. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi a tau Badan yang wt'ff<--r ...l 1 

Peraturan Perundang-Undangan Retribusi d iwajibkan untuk m ela kukan 
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemoton g Rer.ribus1 
tertentu. 

13. Surat Pendaftaran Objek Retribus i Daerah yan g selanjutnya d isingkal 
SPORD adalah surat yang di p ergunakan oleh waj ib Retribusi untuk 
melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar 
perhitungan pembayaran retribusi yang terhutang menurut pernturan 
Perundang-Undangan Retribusi Daerah. 

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dis in gkat S.kRC 
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok ret,.ib,1::-;1. 
yang terhutang. 

15 . Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selan.iutn~a 
disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribu s i yang m enetapkan 
besamya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retrib,1s, .. 
besamya sanksi administrasi dan j umlah yang masih harus dibayar 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Baya r Tambahan y.:1.ng 
selanjutnya disingkat den gan SKRDKBT adalah sura t ket.ctapan 
retribusi yang menetukan tambahan dan jumlah retribus1 :1ang C.i 

tetapkan. 
17. Surat Ketetapan Retribusi Derah Lebih Bayar yang St"lan_ utn~ a 

disingkat dengan SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan jumlah kelebihan retribusi karena j u m la h kredit retribusi 
lebih besar dari pada retribusi terhutang atau t idak seharusnYa 
terhutang. 

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yan g selanjutnya d isingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ a t.;:i u ;ar· ks1 
administrasi berupa bunga/ a tau d end a. 

19 . Surat Keputusa n Keberatan adalah surat keputusan a tas i{eberatan 
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan 
SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 

20. Pemeriksaan adalah serangka ian kegiatan untuk r.1n1c~r .. 
mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lam un:U< 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah lHl~LK 

tujuan lain dalam rangka melak sa n akan ketentuan Peraturan 
Perundang- Undangan Retribusi Daerah. 

21. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adelan 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawa. Negen Sip1l 
yang selanju tnya disebut itu m embu at terang tindakan pidana di 
bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersa n gka 

BAB II 
ASAS TU,JUAN 

Pa sal2 

Pelayan a n persampahan/kebersiha n d iselenggaraka n berdasarkar:. asas 
tangung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, berdasarkan, 
kebersamaan, keamanan dan asas nilai ekonomis serta sebagai upa~ a 
dari berbagai sumber sampah dalam Kata. 

Pa sal 3 

Tujuan d itetapka nnya pengaturan pelayanan persampahan; kebersihan 
adalah: 



a. agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta 1ingkungan yang 
sehat, bersih, rapi dan indah. 

b. sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman bagi rnas~ <:1r-1ka 
untuk selalu h idup bersih dan mentaati budaya bersih. 

c. meningkatkan kesehatan masyarakat dan menJago kua,na::
lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber ,·ang 
bermanfaat. 

d . menumbuh kembangkan kondisi lingkungan agar terter ::1 rap1 dar 
indah. 

BAB II 
PERIZINAN 

Pasa1 4 

(1 ) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan keg1atan 
u saha pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis vang v:a j:b 
memiliki izin dari Walikota. 

(2) Izin sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai der_ga1 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yan g berlaku. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pers~ aratdr 

memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur der1gar 
Peraturan Walikota. 

Pasa1 5 

(1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sam::,a'ri har-:..t~
diumumkan kep ada masyarakat agar dapat mengetahuinya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sarrpar 
yang perlu mendapat izin dan tata cara pengumuman '-iebaga 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota 

( 1) Setiap orang berhak : 

BAB IV 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 
Hak 

Pasal 6 

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara )a:k 
dan berwawasan lin gkungan dari pemerintah Kota dan atat. 
pihak yang diberikan tanggung jawab untuk itu; 

b . berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan 
penyelengaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah; 

c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan te?at waktt.. 
mengenai penyelenggaraan dan penge lolaan sampah 

d . mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena darr·pal
negatif dari kegiatan tempat pemerosesan akhir sampah; dan 

e . memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pcngeloiaar 
sampah secara baik berwawasan lingkungan . 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuma n bak 
sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peran..rar 
Walikota. 



Bagian Kedua 
Kewajiban 

Pa sal 7 

(1) Setiap orang pribadi atau badan hukum dalam pen gelolaan sa.mpaJ-
rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, wajib mengun-mg1 
dan menangani sampah dengan cara yang berwawasa n lingkungan 

(2) Menjaga, memelihara dan mernber sihkan ta lud serta gorong-goron~ 
agar tidak terjadi penyumba tan salu ran draina se ·, a:1~ 
mengakibatkan banjir. 

(3) Turut serta menjaga, memelihara fasili tas dan prasaran& ~- a·1f'. 
disediakan oleh pemerintah. 

(4 ) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksan a an ke-waJibar 
sebagai dirnaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peratu ran walikota 

Pasal8 

(1) Pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komers ia1, kav,:asar 
industri , kawasan khusus, kawasan urnum, kawasa n ~.usia,. Jiit 

fasilitas lainya wajib menyedikan fasilitas tempat pemilahan sampah 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas Sd.rn;:>ati 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur leb ih lanj ut ctengan 
Peraturan Walikota. 

Pasal9 

(1) Setiap produsen harus mencantumkan label ata u tanda _',,ang 
berhubun gan dengan pengurangan dan pena nganan sampah pad.2. 
kesamaan dan atau produknya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen cantu m a n .abe l :::11.Hc.. 

tanda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur d engan Pera tu ran 
Walikota. 

Pasal 10 

(1) Produsen wajib mengelola kemasan da n atau barnng :- ang 
d ip roduksinya yang tidak dapat a tau sulit terurai oleh proses alam. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pencanturna n .abe da-l 
tanda se bagaimana dimaksud pada aya t ( l) diatur d engan Pera q; rn :
Walikota. 

Pasal 11 

Sela in mempunyai kewajiban sebagaimana dimak sud da lan-,. Pasal -
sampai dengan Pasal 10 setiap orang pribadi atau bad an hukurn j .iga 
wajib : 
a . rnenjaga kebersihan pada lingkungan ma sin g-masing; 
b. menyiapkan tempat sampah dalam kendaraan bagi pemilik :'.(endaraa:.J 

roda 4 (empat ); 
c . menjaga kebersihan dari depan pintu pagar sampa i dengan pinggir 

jalan bagi pemilik atau penghuni rumah, toko, waru ng dan t.empat 
usaha lainnya ; 

d . pedagang dan pengusaha d iwajibkan membersih kan d~n r:1em bu.~n_g 
sampah akibat dari pekerjaan ke tempat sarnpa h yang d1sed1akan c,1el'} 
Pemerintah Kota sebelum meninggalkan tempat u saha nya; 



e. memelihara dengan baik dan bersih persilnya dari segala 0eisuat u ) ar:.E:
ada pada persil tersebut, termasuk taman, j ala n masuk, oata~ 
perkarangan, jembatan, dan saluran pembangunan a tau rioc l , an~ 
ada d iluar dan di dalam persilnya ; 

f. memagar persilnya dengan baik dan dikapur a tau d i cat dengan rap1. 
g. membersihkan, mengapur atau mengecat kembali pagar, dinding ataL: 

tembok bangunan pada bagian yang ko tor sehingga kelihatan be r~ll:
dan rapi; 

h. menebang pohon yang ada pada persilnya yang dikhawatirkan 8kdr 
tumbang dan menganggu ketertiban ; dan 

1. memangkas pohon dan pagar hidup pada persilnya palmg .amba· 
l (satu) minggu setelah menerima surat pemberitahuan dari Walikota 

BABV 
PENYELENGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH 

Bagian Kesatu 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejerns 

Sampah Rumah Tangga 

Pasal 12 

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampa h n.J.m8. r. 
tangga terdiri atas: 
a. Pengurangan sampah;dan 
b. Penanganan sampah. 

Paragraf l 
Pengurangan Sampah 

Pasal 13 

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 
meliputi kegiatan : 
a. pembatasan timbunan sampah; 
b. pendauran sampah; dan / atau 
c . pemanfaatan kembali sampah. 

(2) Pemerintah Kota waj ib melakukan kegiatan sebaga imana d imaksuc:1 
pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 
a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap da ia:-n 

jangka waktu tertentu; 
b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan . 
c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; 
d . memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendau r ulang; dan 
e. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang. 

(.3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksuc 
pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkar· 
sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat di daur u.lang 
dan/ a tau mudah diurai oleh proses alam. 

(4) Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana d imaksuo 
pada ayat (1) menggunakan bahan yan g dapa t d iguna u lang, dapa1 
didaur u lang dan atau mudah di urai oleh proses alam. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah ~etJaga1man& 
dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota 



Pasal 14 

(1 ) Pemerintah Kota memberikan: 
a . penghargaan kepada setiap orang yang melakukan pengurangan 

sampah; dan 
b. disensitif kepada setiap orang yang tidak melaku kan pengurangan 

sampah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tatacara pernbe nar 
penghargaan dan disensitif sebagaimana dimaksud pada ayar (1) d1atur 
dengan Peraturan Walikota. 

Paragraf 2 
Penanganan Sarnpah 

Pasal 15 

(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada dalam 
Pasal 12 huruf b, meliputi; 
a. pem indahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisah sarnpar 

sesuai dengan jenis, jumlah dan / a tau sifat sampa h : 
b. pengumpulan bentuk pengambilan dan pemindahan sampah :lar 

sumber sarnpah ke tempat penampungan sementara a tau ~em pa-r. 
pengolahan sampah terpadu; 

c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari s umber ke 
penampungan sampah sementara atau tempat pengelola an sampar, 
terpadu menuju tempat pemerosesan ak hir ; 

d. pengelolaan dalam bentuk mengubah karakteristik, kompos1s1 dar.. 
jumlah sampah; dan/atau 

e . pemerosesan akhir sampah dalarn bentuk pengembalian sampat 
dan atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkung,::tr 
secara aman . 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaiman;;; 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota . 

Bagian Kedua 
Penyediaan 

Pasal 16 

(1 ) Penyediaan dalam Daerah Dilaksanakan Walikota melalui Dma~, 
Lingkungan Hidup. 

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada pada ayat ( l l melipu ti kegiatar 
membersihkan, mengumpulkan, mengangkut d a n membuang limbat 
penyediaan dalam daerah. 

BAB VI 
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI 

Bagian Kesatu 
Pembiayaan 

Pasal 17 

(1 ) Pemerintah Kota wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaar 
sampah. 

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) bersumber dar: 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagairnana dimaksuc 
pada ayat (1) dan ayat (2) d iatur dengan Peraturan Walikota. 

Bagian Ked ua 
Kompensasi 

Pasal 18 

(1) Pemerintah kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sa ma dapat 
memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif 
yang timbul oleh kegiatan penan ganan sampah d i tempa t pemrosesan 
akhir sampah. 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa : 
a. Relokasi ; 
b. Pemulihan lingkungan ; 
c. Bia.ya kesehatan dan pengobatan; dan / atau 
d. Kompensasi dalam bentuk. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan pembenar. 
kompensasi oleh Pemerintah kota sebagaimaan dimaksud pa da a_va--: r 
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan walikota 

BAB VII 
KERJASAMA DAN KEMITRAAN 

Bagian Kesatu 
Kerjasama Antar Daerah 

Pasal 19 

(1) Pemerintah Kata dapat melakukan kerjasama antar pemenntar. ,:.atr.i~
lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah. 

(2) Kerjasama sebagimana dimaksud pada ayat (1 ) dapa t drn•lJUdki:H' 
dalam bentuk kerjasama clan a.tau / pembuatan usah2. bc>rsam8 
pengelolaan sampah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan bentuk usaha bersama 
antara daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) d ilakuka n sesua1 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber1aku. 

Bagi an Ked ua 
Kemitraan 

Pasal 20 

(1) Pemerintah Kata secara sendiri-sendiri a tau bersama-sama dapat. 
bermitra dengan Sadan Pengelolaan Sampah dan pihak swasta dalam 
penangan an pengelolaan sampah. 

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) d ituangkan dalam 
bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota dengan pihak 
swasta atau dan badan usaha yang bersangkutan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku. 

BAB VIII 
PERAN MASYARAKA T 

Pasal 21 

( I ) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah y3.ng 
diselenggarakan oleh Pemerin tah Kota. 



(2) Sumbang dan saran serta usul sebagaimana dimaksud pada 8_va,- ( l: 
dapat dilakukan melalui : 
a. pemberian µsul pertimbangan, dan sara n kepada Pemerin-cah Kot a . 
b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah ; dan / a tau 
c . pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengKetc:t 

persampahan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tata cara peran masyarnkc1: 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur •iengan 
Peraturan Walikota. 

BAB IX 
PEMBINMN 

Pasal 22 

Pemerintah Kota dapat menyediakan sarana d an prasai·anh 
persampahan/kebersihan pada tempat--tempat Penampungan Sementc-,_r;, 
dari masyaraka t. 

Pasal23 

( 1) Sampah yang berasal dari rumah pemukiman, peru mahan dan keg1cJ Lan 
aneka usaha, harus dibuang di TPS dan / atau TPA. 

(2) Pengelolaan kawasan permukiman , kawasan komersia l, kawasan 
industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fas ilitas sosial dan fasili tas 
lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan s ampah. 

Pasal 24 

Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang : 
a. membuang sampah kedalam siring, got a tau jalan yang tidak pada 

tempatnya dan atau ruang terbuka ; 
b . mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan racun ; 
c. mengolah sa mpah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusak 

lingkungan; 
d. menyebar atau menempel selebaran , poster , slogan di sepanjang j cJa:-, 

pohon atau bangunan lainya tanpa izin dari Walikota; 
e . membakar tumpukan sampah kecuali pada tempat pembakara1 1 

sampah yang sudah di tentukan / tersedia ; 
r. membuang sampah atau barang-barang bekas, bangka1 b111arnng 

dijalan, sungai, got, riool dan taman ; 
g. membuang sampah dari atas kendaraan d i Jalan ; 
h. menimbun barang dengan tidak teratur di halaman atau ditempat 

lainnya; 
1. memanjat dan merusak pohon pelindung, pagar, tanaman dan 

bangunan di tanaman yang dapat menimbulkan sampah; 
J . berjalan dan bermain-main diatas lapangan rum put a tau taman vang 

menimbulkan sampah atau kerusakan taman; 
k . membuang limbah atau sampah di lokasi yang bukan pada tempatnya 

dan bagi mobil pengangkut tanah, pasir, dan mobil pengolah cor beton 
(readymix) harus tertutup; 

l. melakukan kegiatan yang mengakibatkan sampah di TPS rnenjadi 
berserakan; 

m . membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis 
pengelolaan sampah; dan 

n. menebang atau membakar pohon yang sudah ditanarn harus 
mendapatkan izin a tau persetujuan dari Walikota a tau Pejabat :-12_ng 
ditunjuk. 



BAB X 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSl 

Bagian Kesatu 
Objek Retr ibusi 

Pasal 25 

Dengan nama Objek Retribusi J asa Umum adalah pelayarnu ~· an~ 
d isediakan atau di berikan Pemerinta h Kota untuk tuj uan keper, tingan dai 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau Badan. 

Pasal 26 

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah 
pelayanan persampahan/kebersihan d iselenggarakan oleh 
Pemerintah Kota meliputi : 
a . pengambilan dan pengumpulan sampah dari sum bernya ke 

lokasi pembuangan sementara ; 
b. pengangkutan sampah dari sumbernya ke lokasi TPS ke ''.'PA. 
c . penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan a khir sa mpah: dan 
d . pengelolaan dan a tau pemusnahan sampa h di TPA. 

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana d imaksud pad.a :1.yat 
(1) adalah Pelayanan kebersihan jalan umum, ta man, tempat :badah 
sosial dan Pelayanan kebersihan tempat umum lainnya. 

Pasa l 27 

( 1) Subjek Retribusi ,Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang 
menggunakan/menikmati pelayananjasa u mum, yang be rsa ngkutari 

(2) Wajib Retribusi Umum adalah orang pribadi atau Ba dan yang 
men urut ketentuan peraturan perundang- undangan Re-tribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk 
pemungutan a ta u pemotongan Retribusi J asa Um um. 

BAB XII 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal28 

Retribusi Pelayan an Persampahan/Kebersihan digolongka.n '->ebaga· 
retribusi jasa umum. 

BAB XII 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN J ASA 

Pasal 29 

Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa ada la h berclasa,·kan 
k lasifikasi penggunaan jasa dan lokasi atau wilayah: 
a . Tingkat pen ggunaan jasa diukur berdasarkan jenis da n ,' atau ,;ol Jm1

• 

sampah. . _ 
b . Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sarr.pat ' 

organik dan anorganik. 
c. Dalam h al volume sa.II1pah sulit diukur, ma ka volume sarr pat 

dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pen dek a tan antara lam 
berdasarkan luas lantai bangunan rumah tan gga d a n industri 



BAB XIII 
STRUKTUR DAN BERDASARKAN TARIF RETRIBUSI 

Pasal 30 

( 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang di berikc-rn 
j enis serta volume sampah yang dihasilka n dan kemampuar 
masyarakat . 

(2) S truktur dan besamya tarif retribu si ditetapkan sebagai berikLt 
a . Pengambilan, pengangkutan , pengolahan da n pemusna haz 

sampah rumah tangga: 
1) Luas bangunan s.d 36 m2 
2) Luas bangunan 36 m2 s .d 100 m2 
3) Luas bangunan 100 m2 keatas 

Rp. 5 .000, · bulan 
Rp. 10.000,- blJari 
Rp. 25 .000,- hv.lar1 

b . Pengambilan, pengangkutan, pengolahan da n pemusnahar. 
sampah perdagangan antara lain pasar, perkantoran, pen okuan 
rumah makan, warung dan u saha perda gangan lai::-myR yani;: 
bersifat komersial: 
1) Kecil volume sampah 2,5 m 3 
2) Sedang volume sampah 2,5 s.d 4 m 3 
3) Besar volume 4 m3 keatas 

Rp. 50.000,- , m 3 
Rp. 100.000,- /m3 
Rp. 250.000, - /m3 

c . Pengambilan, pengangkatan., pengolahan d a n pemusna har 
sampah industri antara lain gudang , ruma h sakit, klini k bf'rsah1 
tempat praktek dokter , apotik, pertukangan 
penginapan/losmen/ hotel, mess, asrama, bengkel, repa1 as1 
pabrik, bioskop dan usaha industri lainnya yang bersifa, 
komersial: 
1) Kecil (volume sampah 3 m3 ) 
2) Sedang (volume sampah 3 s.d 5 m3 ) 
3) Besar (volume diatas 5 m3 keatas ) 

Rp. 150.000,
Rp. 200.000,
Rp. 350.000,-

I r1~' 

(3) Penggunaa n send iri TPA oleh orang Pribadi atau Ba dan Rp +;-'5.Oi)u, 
m3 

BAB XIV 
PRINSIP DAN SARANA DALAM PENETAPAN ST RUKTl. R 

DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 31 

( 1) Prinsip da n sa rana dalam penetapan besarnya tanf retnbusi _ a::;;.'
umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan _,ash 
yang bersangkutan dimaksud u ntuk biaya penyediaa n Jasa ) an~ 
bersangkutan dimaksud untuk biaya penyelengga raa n pelayanar 
dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek 
keadilan dan efektivitas penyediaan atas pelaya nan tersebut. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada aya t (1) a n tara lain biay& 
pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaa n sa m pah dan / a Lau 
pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi Tempa t Pembuangan 
Akhir Sampah. 

(3) Tarif Retribusi d apat di tinjau kembali paling lama 3 (t1gai tanur. 
sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkemba ngan 
perekonomian. 



BAB XV 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 32 

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pela:-,·anan 
jasa dan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota. 

BAB XVI 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTAN(} 

Pasal 33 

Masa Retribusi adalah jangka waktu la manya 1 (satu) bulan 

BAB XVII 
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI 

Pasal 34 

( 1) Besarnya Retribusi yang tertuang dihitung berdasarkan per ka ia:.-~ 
antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribu s i 

(2) Tingkat pengunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 11 l ad&la:-: 
jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang 
dipikul Pemerinta h Kota untuk penyelenggaraan Jasa \·:1.ng 
bersangku tan. 

(3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksucl pada a_1·a1 I :, 
sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa padat ditaksir berdasan:ar; 
rumus yang dibuat oleh Pemerintah Kota. 

(4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencermmk.ar: 
beban yang dipikul oleh Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan jasa 
terse but. 

(5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) adalah mla1 rupiah 
atau persentase tertentu yang ditetapkan menghitung besarD:',·a 
Retribusi yang terhutang, 

Pasal 35 

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat di terbitkan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

BAB XVIII 
SURATPENDAFTARAN 

Pasal.36 

( 1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPORD 

(2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) , harus diisi dengan jelas, benar 
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Ku asanya. 

(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimdna 
dimaksud ayat (1) , ditetapkan oleh Walikota. 

BAB XIX 
PENETAPAN R.ETRIBUSI 

Pasal 37 

( 1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pasal 36 aya i: ( 1 J, 

ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD a.tau 
dokumen Iainnya yang dipersamakan. 



(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan d itemukan data baru dan / ataL.. 
data semula belum terungkap yang menyebabkan penamba h an junilah 
retribusi terhu tang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT. 

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD a tau dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), ditetapkan , >leh 
Walikota. 

BAB XX 
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal38 

(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang dilunasi sekaligus. 

(2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemaka1an 
pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya ja ngka ,va.ktL 
pemakaian. 

(3) Retribusi yang terhutang di lunasi pada saat diterbitkannya SKRD 21:.a i 

dokumen lain yang dipersamakan. 

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran !-et ribus, 
d itetapkan oleh Walikota atau Pejabat di tu njuk. 

BAB XXI 
PEMANFAATAN RETRIBUSI 

Pasal 39 

(1) Pemanfaatan dari penerimaan dari masing-masing jenis rnribust d. 
utamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan la n gsung dengan 
penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. 

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribus, 
sebagaimana dimaksud dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah . 

BAB XXII 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBL'S.f 

Pasal40 

( 1) W alikota dapa t memberikan pengurangan, keringanan dan pem be ba sar 
retribusi. 

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribus~ 
sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memperhatikan kemampm1r. 
Wajib Retribusi. 

(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasar 
retribusi diatur dan ditetapkan oleh Walikota. 

BABXXIII 
PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBL SI 

Pasal 4 1 

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajt:kcu 
permohonan pengambilan kepada Walikota. 

(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam j angka waktu paling lama h 

(enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayarar 
retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan 



(3) Apabila telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana d imaksud pad& 
ayat (2) dilampaui atau lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk 
tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihar 
retribusi dianggap d ikabulkan dan/atau SKRDLB harus diterbitkar 
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya , kelebihar 
pembayaran retribusi sebagaimana hutang retribus i lainnya, kelebi har 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retrihus· 
terse but. 

(5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksuc 
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (du a ) bulan sejak 
diterbitkan SKRDLB. 

(6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelc1.h I( wa 
jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bungar 
sebesar 2 % ( dua perseratus ) sebulan atas keterlambatan pembayarar 
kelebihan retribusi tersebut. 

Pasal42 

11) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi d iajukan 
secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-ku rangnya 
menyebutkan : 
a. Nama dan alamat Wajib Retribusi; 
b. Masa retribusi; 
c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan 
d. Alasan yang singkat dan jelas. 

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribus. 
disampaikan langsung atau melalui pos tercatat. 

(3) Bu kti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos 
tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Wa:.ikota 

BAB XXIV 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pa sal43 

(1) Penagihan retribusi terhutang didahulu i dengan surat tegur an. 

(2) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang seJe111s se baga1 
awal t indakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkar se .elc,.h -
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(3 ) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal su.rat tegura1 
peringatan/ surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunas, 
retribu si terhutang. 

(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) d ikeluark2n Jl~I

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. 

BAB XXV 
KEBERATAN ATAS RETRIBUSI 

Pasal44 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada ~alikota 
atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lam yang 
dipersamakan . 



(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indone~na der ga1 
disertai alasan-alasan yang jelas'. 

(3) Dalam ha1 Wajib Retribusi mengajukan keberatan a tas ketetapan v. aJit-, 
retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak bcnHrar 
ketetapan retribusi tersebut. 

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lan .a ~ idu8 
bulan SKRD diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan, ..s:ecual 
a pabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahv,;a jar gkc 
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasanrya 

(5) Keberatan yang tidak memenuh i persyaratan sebagaimana dimaksuc 
pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga 
tidak dipertimbangkan. 

(6) Pengajuan keberatan tidak dianggap menunda kewajiban untuk t da~ 
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. 

Pasal 45 

(1) Walikota atau pejabat ditunjuk dalam jangka waktu paling l-:1.1Tic1 .. . 
(enam) bulan sejak surat permohonan keberatan d iterima haru~ 
memberikan keputusan atas keberatan yang di ajukan. 

(2) Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas kebera tan dapa. 
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menam bar 
besarnya retribusi yang terhutang. 

(3) Apabila telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksL,d 1, a 
(l) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak m emberikan kep1..._tu'.'3an 
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan . 

BAB XXVI 
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI 

Pa sal 46 

( 1) Hak melaku.kan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa ➔etdar 
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun ter hitung sejal- ,8a · 
terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindakan mr!a·1, 
d ibidang retribusi. 

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ava ~ ( 1 P3.sa 
ini tertangguh apabila: 
a. Diterbitkan surat teguran dan / atau surat paksa; 
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baih. langsu n/=:. 

maupun tidak langsung. 

(3) Pengakuan hutang retribusi tidak langsung sebagaimana d1maksuc 
pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonar. 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan kebern.tan 
oleh Wajib Retribusi. 

(4) Piutang retribusi yang tidak mungkin d itagih la gi karena ·1.ak u.1 tui\. 
melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuska n 

(5) Walikota menetapkan keputusan Pengha p usan Piutang Retr:bus1 \ a;:;i:, 
sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) . 

BAB XXVII 
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSMN 



Pasal 47 

(1) Walikota atau pejabat yang d itunjuk berwenang melai<.ukar: 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribus. 
dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undagan retribus.i 

(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib : 
a . Memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau c.-1rncan 

dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribus1 ) anp., 
terhutang; 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat a ta u ruangar 
yang di anggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancc:1rar 
pemeriksaan ; dan/ atau 

c. Memberikan keterangan yang diperlukan. 

BAB XXVIII 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 48 

(1 ) Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakar: 
pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaiar 
kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) :iite-::apkar 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dirnaksuc 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

BAB XXIX 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 49 

(1 ) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada wakt:unya atm .. 
kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 '+, 
(dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang 
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD 

(2) Penagihan retribusi yang terhutang sebagaimana d imaksud pad.a aya1 
(1) dilakukan dengan memberikan surat tegura n atau pem beritahuar 
terlebih dahulu. 

(3) Apabila Wajib Retribusi mengindahkan teguran secara benuru t-t11ru 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Walikota atau pejabat -' ang, 
ditunjuk berhak memberikan sanksi administras1 tierups 
pembekuan/pembatalan dan atau pencabutan izin yang diberikan 

BAB XXX 
PENYIDIKAN 

Pasal 50 

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) tertentu d ilmgkungar 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik 
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retrib us1 Daerar 
sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acar1::. 
Pidana. 



(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat ( 1), a dalah : 
a . men erima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan h l d.l 

laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bi.dang ""e tnb:.1s 
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi ie ngk :-i.p :::i::u 
jelas; 

b. men eliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Or a ru .. 
Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuata n yang dila :'<u k ar 
sehubungan dengan tindakan pidana Retribusi Da erah ; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi a tau Ba da r 
Hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retri8us 
Daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumer la1r 
berkenaan dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah . 

e . melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bu.kt 
pembukuan , pencatatan dan dokumen-dokumen lain sertc? 
melaku kan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. 

f . merninta bantuan tenaga ahli dalarn rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah: 

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memenksa 
identitas orang dan /atau dokumen yang dibawa sebagaimana 
dimaksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana b 1c a n~, 
retribu si daerah; 

1. memanggil orang untuk dimintai/ didenga r keterangannya da1 
diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi ; 

J. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti; 
k. rnelakukan tindakan lain yang perlu u ntuk kelancaran peny1dikan 

tindak pidana d ibidang retribusi daerah sesuai dengan keten 1 w,u '. 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Penyidik sebagaimana dima.lrnud ayat (1 ) Pasal ini memberitc1.hl,kan 
dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan Kepada 
penuntut umum melaui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Unda ng-1mda ng 
Hukum Acara Pidana. 

BAB XXXI 
KETENTUAN PIDANA. 

Pasal 51 

(1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah m ,, d ta n cam 
dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bu.lan den da 
paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga 
merugikan keuangan daerah diancam pidana ku rang paling ,arna ~ 
(tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jum lah Rctri busi 
terhutang. 

(3) Denda merupakan penerimaan Negara. 

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat ( 1) in i ada lah pela nggara r· 

BAB XXXII 
KETENTUAN PENUTUP 



Pasa l 52 

Dcngan hcrl:Jl-a:n~;_t f.>cr;-1tt1rn11 D;1c_·'.·:1h 11,i. 111:tk.t Pcr;_1tL,rct1: DctLTnh '.\Jomor 
l 2 TalH t1· ..?U\..)S cLtn f.>crnLunlll l)m•r;,h 'J, )111ur I Ta!-iun 2U l O Len tang 

l<eLribus i Pela\ctna n h cbersihan ; h.0 rsarnpah an sena sega la kc_·LenLucu1-
kentcmu a n pela ksa na an yang benentangan dengan Peraturan Daerah ini , 
dicabu t dan dinyawkan tidak bc rlak u lagi . 

Agar scLiap o rang dapm menge tahuinya, mcmcnntahkan pengundanga11 
Pera tura n Daerah in i dengan pen empatan n ~ a dalam Lcmbaran Daerah 
1--:o ta Lubu klinggau. 

WALIKOTA UBUK LINGG/\U,, 

Diun d a ngka n di Lubu klinggau 

Pada Lanuua l '11 Ct.\;,fl)Ori 201c 
hh I ' / 

AN SAN! 

LE\113 i\R·'.\\ !J.-\FR.1'd-1 !,UT/\ L l,'HL'l,L l \(;(;:\l. T!\HL:'i 101~ \J0\101< 1 

!\:OR£(; PERATURAN DAER/\H KOTA LUB U l--:LINCGAU : (J;l /1019) 
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